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Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dandun
Prakosa (DP)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah
nama untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan



jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)
Kementerian Perhubungan. Kali ini, giliran Kepala Subdirektorat Lalu Lintas
Transportasi Darat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dandun
Prakosa (DP), yang dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Panggilan ini terungkap melalui konfirmasi langsung dari Juru Bicara KPK, Budi
Prasetyo, kepada Wartawan di Jakarta pada Rabu (29/10/2025). “Pemeriksaan
bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara atas hama DP selaku Kasubdit Lalu
Lintas Transportasi Darat BPTJ,” ujar Budi Prasetyo.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Dandun Prakosa diperiksa dalam
kapasitasnya sebagai mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Il
Sumatera Bagian Utara. Perlu diketahui, unit balai tersebut kini telah berganti
nama menjadi BTP Kelas | Medan.

Tak hanya Dandun Prakosa, KPK juga memanggil empat saksi lainnya yang
memiliki keterkaitan dengan proyek-proyek perkeretaapian. Mereka adalah GAL,
seorang aparatur sipil negara (ASN) pada BTP Kelas | Medan; HKR, yang
pernah menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan jalur
kereta api Makassar-Parepare pada periode Februari 2015 hingga Desember
2017; IN, seorang pengemudi di BTP Kelas | Medan; dan ISK, Kepala Subbagian
Tata Usaha BTP Kelas | Medan. Kelima saksi ini diperiksa untuk klaster wilayah
Medan, Sumatera Utara.

Kasus yang sedang didalami KPK ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT)
yang dilakukan pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas |
Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Hingga kini, KPK telah
menetapkan sebanyak 17 tersangka, termasuk dua korporasi, yang diduga
terlibat dalam korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api
di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Penyelidikan mendalam KPK mengungkap adanya dugaan praktik pengaturan
pemenang tender proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-
Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek
konstruksi serta dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, dan proyek perbaikan
perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Diduga kuat, terjadi rekayasa sejak proses
administrasi hingga penentuan pemenang tender untuk memuluskan pihak-pihak
tertentu. (PERS)



